
                                 

 

 

 

BUPATI PESISIR SELATAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR : 555/         /Kpts/BPT-PS/2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DATA STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT 

DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 

BUPATI PESISIR SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi keterpaduan, keakuratan 

dan kemutakhiran data Statistik Sektoral dari setiap 

Perangkat Daerah perlu didukung upaya-upaya koordinasi 

dan kerjasama dari setiap Perangkat Daerah maka untuk itu 

perlu dibentuk Tim Penyusun Data Statistik Sektoral 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksudkan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan 

Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Penyusun 

Data Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis 

Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo 

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3683); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 

Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4845, Sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5952); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3373); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

 



 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan  Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; 

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 

Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk 

Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 35 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh 

Pemerintah Daerah; 

20. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tatacara Penyelenggaraan 

Survei Statistik Sektoral; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 

2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018; 

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Data Statistik Sektoral Perangkat 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

 



 

KEDUA : Tim Penyusun Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagimana dimaksud 

Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan data Statistik 

Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2018; 

2. Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi data 

Statistik Sektoral Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Menyampaikan Data Statistik Sektoral ke Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku Walidata 

Statistik Sektoral; 

4. Menghimpun, mengumpulkan, memverifikasi dan  

menyusun  Data Statistik Sektoral dari setiap Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 

5. Menyusun  Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Selatan; 

6. Merancang pembuatan Aplikasi Data Statistik Sektoral 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA 

dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2018. 

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Angggaran 2018 Program 

Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi kegiatan 

Pengumpulan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

     

        Ditetapkan di  :  Painan 

       Pada tanggal   :          April 2018 

BUPATI PESISIR SELATAN 

 

 

 

 

HENDRAJONI 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN 

 NOMOR : 555/          /Kpts/BPT-PS/2018 

 TANGGAL :        APRIL 2018 

 TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN DATA STATISTIK 

SEKTORAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 

PESISIR SELATAN TAHUN 2018 

 

NO NAMA/ NIP JABATAN KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1. H. Hendrajoni, S.H., M.H. Bupati Pesisir Selatan Pembina 

2. Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd Wakil Bupati Pesisir 

Selatan 

Wakil Pembina 

3 Ir. Erizon, M.T 

NIP. 19630323 199003 1 005 

 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Koordinator 

4 Rusdi Yanto, S.H., M. Hum 

NIP. 19641112 199203 1 002 

Asisten Perekonomian 

dan Pembangunan 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Wakil Koordinator 

5 Junaidi, S. Kom, ME 

NIP. 19700609 199703 1 002 

Kepala Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Penanggung 

Jawab 

6 Drs. Adri,  M. Si 

Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19680216 198902 1 001 

Sekretaris Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Wakil 

Penanggung Jwab 

7 Drs. Purwandri 

NIP.  19650613 199703 1 001 

 

Kepala Bidang Statistik, 

Persandian dan 

Pelayanan Informasi 

Pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Ketua 

8 Riva Endra, S. Kom 

NIP. 19831125 201001 1 023 

Kasi Statistik Pada Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Sekretaris 

9 Gusri Yendi, SH 

NIP. 19680815 199003 1 010 

Penata Tingkat I (III/d) 

Kasubag Bina Program 

pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

10 Rio Alfino, S. Kom 

NIP. 19870310 201502 1 002 

Penata Muda (III/a) 

Fungsional Umum pada 

Inspektorat Daerah 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

    

    



    

    

11 Fionna Mirzal, S. T, M. Si 

NIP. 19780515 200604 2 021 

Penata Tingkat I (III/d) 

Kasubbid Analisa 

Database Numerik, 

Informasi dan Spasial 

serta kerjasama Wilayah 

Perbatasan pada Badan 

Perencanaan Daerah, 

Penelitian Dan 

Pengembangan 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

12 Irna Wati, SE 

NIP. 19830112 201001 2 002 

Penata  (III/c) 

Kasubag Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

13 Muhaimin Zurna, SE, M. Cio 

NIP. 19840116 200604 2 003 

Penata Muda Tingkat I (III/b) 

Kasubid Profesi, Data 

dan Informasi  Aparatur 

Sipil Negara pada Badan 

Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Anggota 

14 Jeni Sherly, SE 

NIP. 19821226 200701 2 002 

Penata Muda Tingkat  I (III/b) 

Kasubag Perencanaan, 

Keuangan dan Laporan 

pada Badan Pendapatan 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

15 Ir. Yanni Swastra 

NIP. 19630102 200801 1 001 

Penata (III/c) 

Fungsional Umum pada 

Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

16 Gusmanelly, A. Md 

  

Staf Kasubbag 

Perencanaan, Pelaporan 

pada Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

17 Hasbiansyah, A. Mk 

NIP. 19741219 199903 1 002 

Penata Muda Tingkat I (III/b) 

Fungsional Umum pada 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

18 Hendrawati, SKM 

NIP. 19720229 199101 2 001 

Penata (III/c) 

Kasi KB pada Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa, 

Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 



    

    

19 Junerwin, SH, M. Si 

NIP. 19670915 198903 1 008 

Pembina (IV/a) 

Kasi Data dan Informasi 

pada Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Dan 

Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

20 Hayatul Fitri, S. Kom 

NIP. 19741022 200604 2 010 

Penata Muda Tingkat I (III/b) 

Kasi Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan pada 

Dinas Kependudukan 

Dan Catatan Sipil 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

21 Letti Silvia Handayani, SST, SS, 

M. Si 

NIP. 19810907 200501 2 005 

Penata Muda Tingkat I (III/b) 

Kasubag Perencanaan, 

Keuangan dan Laporan 

pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan Dan 

Perlindungan Anak 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

22 Melta Dwijayanti, SP 

NIP. 19871204 201001 2 018 

Penata Muda Tingkat I (III/b) 

Fungsional Umum pada 

Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura Dan 

Perkebunan Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

23 Okta Kurnia Azhar, S. STP. M. Si 

NIP. 19901028 201206 1 002 

Penata Muda Tingkat I (III/b) 

 

Kasubag Perencanaan, 

Keungan dan Laporan 

pada Dinas Pariwisata, 

Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

24 Sepri Putra 

NIP. 19780911 200801 1 009 

Pengatur (II/c) 

Fungsional Umum pada 

Dinas Perikanan 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

25 Lariccia Saputra 

NIP. 19870329 201001 1 007 

Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 

Fungsional Umum pada 

Dinas Pekerjaan Umum 

Dan Penataan Ruang 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

26 Reno Effendi 

NIP. 19801115 200701 1 003 

Pengatur (II/c) 

Fungsional Umum pada 

Dinas Perhubungan 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

    

    

    



    

    

    

27 Gustini SE, MM. Ak 

Penata Tingkat I (III/d) 

NIP. 19760805 200012 2 002 

 

Kasubag Perencanaan, 

Keuangan dan Laporan 

pada Dinas Koperasi, 

Umkm, Perdagangan 

Dan Perindustrian 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

28 Yusmadi Martias, ST 

Penata Muda Tingkat I (III/b) 

NIP. 19690617 201407 1 001 

 

Fungsional Umum pada 

Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan 

Pertanahan Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

29 Edison Dahnil, S. TP 

NIP. 19790708 200604 1 005 

Penata Muda Tingkat I (III/b) 

 

Kasubag Perencanaan, 

Keuangan dan Laporan 

pada Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

30 Tien Afrida Zahra, S. Pt 

NIP. 19720410 201407 2 002 

Penata Muda (III/a) 

Fungsional Umum pada 

Dinas Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

31 Eka Putra 

NIP. 19780601 201407 1 003 

Pengatur Muda (II/a) 

Fungsional Umum pada 

Satuan Polisi Pamong 

Praja Dan Pemadam 

Kebakaran Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

32 Rahmi Hamdasari, S. St 

NIP. 19850921 200501 2 001 

Penata (III/c) 

Kasubbag Perencanaan, 

Keuangan dan Laporan 

pada Dinas Pangan 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

33 Porri Nofrizal 

NIP. 19821122 201001 1 024 

Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 

Fungsional Umum pada 

Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Anggota 

34 Mustikawati, S. Sos 

NIP. 19721020 199701 2 001 

Penata Tingkat I (III/d) 

Fungsional Umum pada 

Dinas Kearsipan Dan 

Perpustakaan Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

35 Heikal Jaya Sumda 

NIP. 19821028 201001 1 003 

Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 

Fungsional Umum pada 

Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

    



    

    

36 Ade Bethen Parsilia, SE, M. Si 

NIP. 19791231 200701 2 010 

Penata (III/c) 

Kasubag Perencanaan 

Keuangan dan Laporan 

pada Direktur Rumah 

Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Muhammad Zain 

Painan Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

37 Feby Pramadians, S. Kom Analis Sistem pada 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

38 Masri Prima Doni, M. Kom Analis Sistem pada 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

39 Riki Dwi Putra, M. Kom Analis Sistem pada 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

40 Febi Rahma Suci, A. Md Inspektor Jaringan pada 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

41 Dedet Masri Yuni, S. Kom Inspektor Jaringan pada 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

42 Wulan Syaftira, S. Si Staf pada Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

43 Sri Dewigusmi, A. Md Staf pada Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

44 Tiara Mesriyani Staf pada Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

45 Pramudia Devina Staf pada Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Anggota 

 

 BUPATI PESISIR SELATAN 

 

 

 

 

 

                HENDRAJONI 

  

 


